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KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :  180.192/004/KEP/2001/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
 DESA WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA WONOGIRI

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam melaksanakan amanat Permendagri Nomor 20 Pasal 1 ayat 16,17, dan 18 perlu diangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

	
	
	b.
	bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

	Mengingat
	:
	1.
	Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	3.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

	
	
	5.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tanggal 11 April 2018)

	
	
	6.
	Peraturan   Daerah Kabupaten Magelang  Nomor 12 Tahun 2006 tentang  Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14);


	
	
	7.
	Peraturan   Daerah Kabupaten Magelang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);

	
	
	8.
	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24);

	
	
	9.
	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);

	
	
	10.
	Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita DaerahKabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);

	
	
	11.
	Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun 2016;

	
	
	12.
	Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa ;

	
	
	13.
	Keputusan Bupati Magelang Nomor : 182/91/KEP/01/2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2016;

	
	
	14.
	Keputusan Bupati Magelang Nomor :182/92/KEP/01/2016 Tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelang 2016;

	
MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	PERTAMA
	:
	Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPPKD);

	KEDUA
	:
	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dimaksud pada diktum PERTAMA :

	
	
	1. SEKRETARIS DESA bertugas sebagai Kordinator PPKD

a. Mengkordinasikan penyusunan dan pelaksanakan kebijakan APBDesa.
b. Mengkordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.
c. Mengkordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
d. Mengkordinasikan penyusuna rancangan peraturan Kepala Desa  tentang Penjabaran APBDesa dan Penjabaran perubahan APBDesa.
e. Mengkordinasikan tugas perangkat Desa Lain yang menjalankan tugas PPKD.
f. Mengkordinasikan Penyusun laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

	
	
	2. KAUR KEUANGAN melaksanakan fungsi kebendaharaan yang bertugas:

a. Menyusun RAK Desa; dan
b. Melakukan penatausahaan yang meliputi :
· Menerima
· Menyetorkan/membayarkan



· Menatausahaakan dan;
· Mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. KAUR DAN KASI  sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang bertugas :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang dan tugasnya.
b. Melaksanakan anggaran sesuai bidang dan tugasnya.
c. Menyusun DPA, DPPA, DPPAL sesuai bidang dan tugasnya.
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang dan tugas untuk pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa paling lama satu (1) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
e. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dapat dilakukan sendiri.
f. Tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum (e) berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemsayarakatan Desa dan/atau  Masyarakat yang terdiri : 
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota
4. Dan seterusnnya
g. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum (f)yaitu pelaksana kewilayahan.
h. Tim sebagaimana dimaksud pada diktum (f) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa.
i. Tim sebagaimana dimaksud pada diktum (h) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa melalui mekanisme yang sudah di atur dalam peraturan dan perundang-undangan.

	KETIGA
	:
	Dalam  melaksanakan tugasnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa;


	KEEMPAT
	:
	Semua  biaya yang timbul  akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  2018;

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

	
	
	


[bookmark: _Hlk178953177][image: ]Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 2 Januari 2018

						Kepala Desa Wonogiri



JUNARSIH



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Magelang 
2. Kepala Disperrmades Kabupaten Magelang
3. Camat Kajoran
4. KPMD Yang bersangkutan
5. Arsip.
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SUSUNAN PELAKSANA  PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA WONOGIRI TAHUN 2018


	NO
	NAMA
	ALAMAT
	JABATAN
	KEDUDUKAN DALAM PTPKD

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	JUNARSIH
	WONOGIRI
	KEPALA DESA
	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)

	2
	NURIL IMRON
	WONOGIRI
	PJ.SEKRETARIS DESA
	KOORDINATOR PPKD

	3.
	MAKMURON
	WONOGIRI
	KAUR. UMUM DAN PERENCANAAN
	BENDAHARA

	4.
	SLAMET BAIKUNI
	WONOGIRI
	KASI. KESEJAHTERAAN
	ANGGOTA PPKD Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai Bidangnya.

	5.
	NURIL IMRON
	WONOGIRI
	KASI. PEMERINTAHAN
	ANGGOTA PPKD Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai Bidangnya.

	6.
	ANANG TURCHOLIS
	WONOGIRI
	KASI. PELAYANAN
	ANGGOTA PPKD Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai Bidangnya.
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